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Abstrak 
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu instrumen di sektor informal yang 
memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menggerakan 
roda perekonomian di Kabupaten Sragen. Mengingat kegiatan perdagangan tersebut 
banyak mengganggu ketertiban masyarakat maka perlu diadakannya penataan dan 
pemberdayaan. Perdagangan yang dilakukan oleh PKL di Jalan Raya Sukowati bisa 
dibilang mengganggu ketertiban umum dikarenakan menggunakan fasilitas umum 
dan bahu jalan sebagai sarana berdagang, khususnya pada siang hari. Penataan dan 
pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Daerah. Pelaksanaan penegakan hukum 
terhadap PKL telah sering dilakukan namun belum juga memperoleh solusi yang 
memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum oleh PKL untuk 
berdagang di Jalan Raya Sukowati dan faktor-faktor yang menjadi penghambat 
penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa 
wawancara dengan Kecamatan, Satpol PP dan PKL terkait. Data dianalisis 
menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum 
terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 
7 Tahun 2014 dilaksanakan dengan pemberian sanksi administratif berupa 
pencabutan Kartu Tanda Daftar PKL dan pengenaan denda administratif. Faktor 
penghambat penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014  adalah faktor budaya masyarakat 
yang kurang sadar hukum. 
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Abstract 
Street Vendors is one of the instruments in the informal sector that has an important 
role in reducing the number of unemployed and moving the wheels of the economy in 
Sragen Regency. Considering that the trade activities disrupt public order a lot, it is 
necessary to organize and empower. The trade carried out by street vendors on 
Sukowati Highway is arguably disrupting public order because it uses public facilities 
and the shoulder of the road as a means of trading, especially during the day. The 
structuring and empowerment of street vendors is regulated in local regulations. The 
implementation of law enforcement against street vendors has been frequent but has 
not yet obtained a satisfactory solution for the parties involved. The purpose of this 
study was to find out the law enforcement against the use of public roads by street 
vendors to trade on Sukowati Highway and the factors that hinder enforcement. The 




primary data in the form of interviews with the District, Civil Service and related 
street vendors. The data were analyzed using qualitative methods. The conclusion of 
this study is that law enforcement against street vendors who violate the provisions of 
Sragen District Regulation No. 7 of 2014 is carried out by the provision of 
administrative sanctions in the form of the revocation of street vendors registration 
cards and the imposition of administrative fines. Factor inhibition of law enforcement 
against street vendors who violate the provisions of Sragen District Regulation No. 7 
of 2014 is the cultural factor of people who are not aware of the law.  
 
Keywords: street vendors, violations of local regulations, criminal law enforcement 
 
1. PENDAHULUAN 
Di era globalisasi seperti saat ini persaingan dalam mendapatkan pekerjaan dalam 
sektor formal sangatlah sulit. Seseorang yang ingin mendaftar dalam sektor formal 
haruslah mempunyai pendidikanyang tinggi, keahlian, dan pengalaman yang bagus. 
Selain hal tersebut, keberadaan sektor formal sangatlah terbatas dan tidak seluruh 
masyarakat Indonesia mempunyai pendidikan yang tinggi serta kemampuan-
kemampuan khusus dalam bidang tertentu, yang mengakibatkan banyak dari 
masyarakat Indonesia yang tidak bisa bergabung dalam sektor tersebut. Kemudian 
sebagian dari masyarakat yang tidak bisa masuk dalam sektor tersebut demi 
melanjutkan hidup mereka harus bekerja dalam sektor informal, dan salah satu solusi 
dalam hal tersebut adalah menjadi pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima 
(PKL) merupakan salah “satu pelaku sektor informal dengan modal yang relatif 
sedikit dan berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk 
memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ada yang menetap 
pada lokasi tertentu dan ada yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain baik 
menggunakan gerobak, dipikul, maupun menggunakan kendaraan bermotor untuk 
menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya ataupun 
menawarkan jasa.  
Namun kemunculan PKL selain dinilai menguntungkan juga mendatangkan 
permasalahan baru di kalangan masyarakat. Menurut Firdausy, dampak sosial 
ekonomi yang ditimbulkan dengan semakin maraknya sektor informal antara lain; 




imigrasi dari desa menuju ke kota, menjamurnya permukiman kumuh dan 
meningkatnya tingkat kriminalitas di perkotaan. Dampak lain yang ditimbul yakni 
munculnya gangguan kebersihan dan keindahan perkotaan, kemacetan dalam lalu 
lintas perkotaan dan makin terbatasnya ruang terbukaan hijau (RTH) (Alisjahbana, 
2003). Walau demikian keberadaan PKL dalam sektor perekonomian informal bukan 
sesuatu yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, PKL dapat diperdayakan karena 
keberadaannya berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran dikalangan 
masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat menengah kebawah. 
Melakukan aktifitas ekonomi melalui sektor informal (PKL) adalah salahsatu 
cara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut merupakan 
Hak Konstitusional Warga Negara, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat 
(2) UUD 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maka dari itu pemerintah mempunyai 
peran yang cukup penting dengan turut andil bertanggungjawab terhadap 
kesejahteraan warganya.Untuk memenuhi peran dari pemerintah tersebut maka di 
munculkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan  Pedagang Kaki Lima yang 
selanjutnya disebut Permendagri No. 41 Tahun 2012 yang diharapkan dapat dijadikan 
acuan bagi pemerintahan daerah dalam membuat peraturan mengenai penataan dan 
pemberdayaan PKL agar lebih tertata dan terstruktur. Dalam Pasal 32 huruf H 
Permendagri No.41 Tahun 2012 menyatakan bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal 
sebagai berikut, salahsatunya adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, 
kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Sedangkan dalam 
Pasal 12 Permendagri No.41 Tahun 2012 menyebutkan bahwa lokasi PKL sesuai 
peruntukkannya terdiri dari atas lokasi yang bersifat permanen dan lokasi yang 
bersifat sementara. Selanjutnya dalam Pasal 36 Permendagri No.41 Tahun 2012 
tertulis mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, PKL yang 




12 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai 
peruntukkannya. 
Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengeluarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut dengan Perda Kab. Sragen No.7 Tahun 
2014) dimana memuat peraturan mengenai penataan dana pemberdayaan PKL di 
Kabupaten Sragen. Perda tersebut menegaskan mengenai ketentuan penataan PKL 
yang salah satunya mengenai kewajiban PKL disebutkan dalam Pasal 12 huruf b 
yaitu para PKL wajib menata saran usaha dan menata barang degangan dengan tertib 
dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. 
Fasilitas umum sebagi tata ruang di jalan raya saat ini banyak di manfaatkan 
oleh masyarakat sekitar maupun khalayak luas, seperti yang terjadi di Jalan Raya 
Sukowati yang digunakan sebagai lokasi untuk berdagang bagi para PKL. Dari pihak 
Pemerintahan daerah telah memberikan upaya alternatif bagi para PKL di sepanjang 
jalan Raya agar tetap dapat berjualan, yaitu di kompleks PKL Stadion Taruna dan 
Foodcourt malam di sekitaran pelataran pasar bunder, Sragen. Namun beberapa dari 
PKL yang awalnya bersedia direlokasikan ke tempat yang telah diberikan tersebut 
setelah beberapa hari banyak yang kembali lagi berjualan di sekitaran jalan sukowati 
dikarenakan menurut mereka kawasan Stadion Taruna tempatnya kumuh,dan sepi, 
sehingga tak banyak anak yang mau bermain disana (Humas Polda, 2018). 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengeluarkan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan 
Keindahan (Selanjutnya disebut Perda Kab. Sragen No.11 Tahun 2019) Pasal 1 angka 
24 dijelaskan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur 
dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir dan batin. 
Selain itu dalam Pasal 6 ayat (6) huruf g dijelaskan bahwa setiap orang atau badan 
dilarang menggunakan jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya sebagai 




masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut 
fungsinya semula. Hal tersebut berlaku pula bagi para PKL agar terwujudnya 
ketertiban dalam penataan kota. 
Untuk melaksankan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah 
tersebut, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong 
Praja, Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “Polisi Pamong Praja adalah aparatur 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara 
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.” Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil sikap yang bijaksana dan tepat 
sasaran, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yatiu menjadi aparat 
yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi 
masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang 
berlaku.  
Dalam usaha untuk melakukan penertiban PKL tentunya diperlukan dukungan 
yang kuat dari berbagai pihak, terutama dari pihak PKL sendiri karena jika mereka 
diberikan pemahaman yang baik mengenai kesadaran hukum, memberikan jaminan 
kepastian usaha, dan memfasilitasi agar usaha yang mereka mulai dapat berkelanjutan 
maka mereka nantinya akan mentaati peraturan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 
penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN JALAN UMUM BAGI 
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) UNTUK BERDAGANG TERHADAP  
KETENTUAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2014. 
 
2. METODE 
Metode pendakatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu 
suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 




Zinal Asikin, 2003). Dalam hal ini digunakan untuk membahas dan mengkaji 
bagaimana implementasi pemberlakuannya penegakan hukum dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan 
PKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 
maksud untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau gejala tentang 
bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sragen terhadap PKL.  
Bentuk dan jenis data terdapat dua jenis, diantaran: a. Data Primer, yaitu data 
yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan PKL, Dinas Kecamatan, 
dan Satpol PP Kabupaten Sragen, b. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan 
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah yang relevan (Burhan Bungin, 
2013). Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan, yaitu 
dengan mengumpulkan data dengan memperoleh referensi, teori, peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian serta studi 
lapangan yaitu dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan 
wawancara dan melakukan observasi secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap PKL. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan 
penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang 
sifatnya umum menjadi khusus (Jhonny Ibrahim,2006). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1.  Penegakan Hukum Pidana Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan 
Jalan Umum untuk Tempat Berdagang Terhadap Ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 
Ruang manfaat jalan adalah salah satu bagian dari jalan yang dimanfaatkan untuk 
konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang 
pengamannya. Yang dimaksud dengan Badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan 




pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak pada bagian paling luar dari ruang 
manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. 
Maka dari itu agar dapat berjalan secara maksimal fungsi dari ruang manfaat 
jalan, harus dihindarkan dari kegiatan yang mengakibatkan teganggunya fungsi ruang 
manfaat jalan tersebut. Seperti muncul dan berkembangnya PKL yang berdagang di 
trotoar dan bahu jalan yang mengakibatkan fungsi ruang manfaat jalan menjadi 
terganggu. PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana 
kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau 
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Pasal 1 ayat (10) Perda Kabupaten 
Sragen No.7 Tahun 2014). 
Disamping itu, untuk menegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Perda 
Kabupaten Sragen No.7 Tahun 2014 maka Bupati Kabupaten Sragen menjadikan 
Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak hukum sebagai badan yang bertugas atas 
penertiban pelaksanaan Perda Kabupaten Sragen. Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa 
“Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja selaku Penegak Hukum Daerah”. 
Walaupun terdapat aparat Satpol PP yang bertugas untuk menertibkan para 
PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di sepanjang Jalan Raya Sukowati, akan 
tetapi dalam kenyataannya masih banyak para PKL yang melakukan kegiatan 
berdagang dengan tidak menaati ketentuan yang terdapat dalam Perda Kabupaten 
Sragen No.7 Tahun 2014, dimana dalam hal ini dapat dilihat pada sepanjang Jalan 
Raya Sukowati masih banyaknya para PKL yang masih berdagang. Pelanggaran yang 
dilakukan oleh para PKL di sepanjang Jalan Raya Sukowati, seperti Melakukan 
kegiatan berdagang pada waktu yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan peraturan, 
Melakukan kegiatan berdagang pada lokasi yang tidak diperbolehkan untuk 
berdagang, Mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan, Melakukan 
kegiatan berdagang yang mengakibatkan terganggunya kebersihan,ketertiban, 




Para PKL yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perda Kabupaten 
Sragen No.7 Tahun 2014 dikarenakan para PKL tidak mendaftarkan usaha mereka 
untuk mendapatkan KTDU PKL (Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima) 
yang menurut mereka akan memberikan tanggungjawab berlebih dan mengakibatkan 
para PKL tidak dapat berdagang secara bebas. Seperti dibatasinya lokasi dan waktu 
yang diperbolehkan untuk para PKL untuk berdagang khususnya di sepanjang Jalan 
Raya Sukowati yaitu pukul 17.00-05.00 WIB, harus melaksanakan yang menjadi 
kewajibannya, dan tidak melakukan apa yang telah dilarang dalam  ketentuan  Pasal 
8, 9, 12, dan 13 Perda Kabupaten Sragen No.7 Tahun 2014. 
Hal tersebut tetap dilakukan oleh para PKL walaupun melanggar ketentuan 
dalam Perda dikarenakan terbatasnya persediaan lapangan pekerjaan yang ada di kota 
Sragen yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, belum lagi dengan kalah 
saingnya dalam pekerjaan dibidang formal. Belum lagi masyarakat yang melakukan 
usaha tersebut merupakan masyarakat dari kalangan yang pendapatan 
perekonomiannya menengah menuju kebawah sehingga menjadikan usaha tersebut 
sebagai satu-satunya mata pencaharian. 
Dalam penegakan hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 
(1) Perda Kabupaten Sragen No.7 Tahun 2014 dalam wawancara yang dilakukan 
dengan bapak Sujiyanto selaku Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa selama ini tidak pernah dilakukan 
penegakan hukum pidana terhadap para PKL yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Perda Kabupaten Sragen No.7 Tahun 2014 dan belum ada satu kasus 
pun yang sampai ke pengadilan. 
Berkenaan dengan adanya kegiatan para PKL dengan berdagang di trotoar dan 
bahu jalan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perda Kabupaten Sragen 
Nomor 7 Tahun 2014, maka seharusnya aparat Satpol PP Kabupaten Sragen 
melakukan proses penegakan hukum terhadap pelanggar dan menerapkan sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda Kabupaten Sragen No.7 




Namun dalam kenyataanya , para PKL di sepanjang Jalan Raya Sukowati 
yang berdagang di trotoar dan bahu jalan yang melanggar ketentuan dalam Perda 
hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhi sanksi sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda Kabupaten Sragen. Dan Selama ini penegakan 
hukum yang dilakukan oleh aparatberupa penegakan hukum administratif, karena 
yang dilakukan oleh aparat Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap para PKL 
adalah dengan memberikan teguran secara lisan, pemberian sanksi tertulis dan 
penyitaan hingga pencabutan KTDU PKL yang dimiliki oleh para PKL. Hal tersebut 
bisa dibilang sebagai penegakan hukum administratif dikarenakan sesuai dengan apa 
yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) yaitu diberikannya sanksi 
administratif kepada para PKL yang melakukan pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 12 
dengan teguran tertulis yang dalam hal ini berbentuk surat peringatan dan pencabutan 
KTDU PKL.  
1.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pedagang 
Kaki Lima yang Menggunakan Jalan Umum Sebagai Sarana Berdagang 
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, 
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono 
Soekanto,2012). Dalam berlakunya Perda Kabupaten Sragen No.7 tahun 2014 ada 
beberapa faktor yang menghambat berjalannya penegakan hukum  tersebut, 
diantaranya faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 
faktor budaya.  
Faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah 
kurangnya/terbatasnya personil Satpol PP Kabupaten Sragen yang hanya Jumlah 
personil Satpol PP Kabupaten Sragen secara keseluruhan hanya berjumlah 108 
(seratus delapan) personil yang terdiri dari personil PNS yang terdiri dari 70 orang 
dan personil Honor yang berjumlah 38 orang. Jumlah tersebut terbilang sedikit 
dibandingkan dengan jumlah personil Satpol PP pada umumnya. Namun personil 




menegakkan Perda. Personil yang dijadwalkan dalam piket adalah  hanya sejumlah 
tiga orang yang biasanya melakukan operasi/patroli di pagi hari dan sore hari. 
Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum para PKL 
yang berjualan di Jalan Raya Sukowati adalah masih kurangnya area relokasi yang 
dapat digunakan para PKL untuk berdagang dan kurang layaknya lokasi relokasi 
sementara bagi para PKl berdagang karena masih terkesan kumuh dan jauh dari 
keramaian, sehingga para PKL memilih untuk kembali berdagang di Jalan Raya 
Sukowati. Lokasi yang digunakan untuk relokasi sementara para PKL yang terdapat 
di Jalan Raya Sukowati dan sekitarnya adalah kawasan Stadion Taruna, Sragen. Dan 
lokasi yang rencananya akan digunakan untuk relokasi permanen para PKL dan 
masih dalam pembangunan adalah taman Kartini, Pasar Kota, dan perbaikan kawasan 
Stadion Taruna. 
Letak permasalahan yang menyangkut masyarakat dalam kaitannnya dengan 
penegakan hukum adalah bahwa masyarakat menganggap hukum adalah identik 
dengan penegakan  hukum sehingga mengakibatkan semua bentuk ketertiban tertuju 
pada penegak hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri 
penegak hukum sendiri yang kemudian muncul berbagai konflik dalam dirinya. 
Masalah lain yang timbul adalah akibat anggapan masyarakat mengenai penerapan 
peraturan itu sendiri. Apabila penegak hukum sadar jika dianggap penting bagi 
masyarakat, maka ada kemungkinan bahwa peraturan tersebut ditafsirkan terlalu luas 
atau terlalu sempit. Selain itu, kemungkinan timbulnya kebiasaan masyarakat dalam 
menelaah atau memahami peraturan. Dengan demikian, pandangan-pandangan 
masyarakat mengenai hukum tersebut harus mengalami perubahan-perubahan.  
Faktor budaya sendiri juga mempengaruhi penegakan hukum para PKL yang 
berdagang di Jalan Raya Sukowati. Budaya masyarakat Kabupaten Sragen khususnya 
yang termasuk dalam PKL yang telah di tertibkan di relokasi ke kawasan Stadion 
Taruna kembali mulai berdagang di Jalan Raya Sukowati dikarenakan kawasan 
Stadion Taruna dianggap kotor, kumuh dan kurang diminati oleh masyarakat sebagai 




sehingga memunculkan budaya bahwa relokasi ke kawasan Stadion Taruna tersebut 
merugikan bagi para PKL. 
 
2. PENUTUP 
2.1.  Kesimpulan 
Pada penegakan hukum Pidana Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 
tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima selama ini 
belum pernah dilakukan karena adanya toleransi dari pihak Satpol PP dikarenakan 
masyarakat yang berprofesi sebagai PKL kebanyakan dari kalangan masyarakat yang 
tingkat perekonomiannya menengah kebawah dan profesi PKL adalah satu-satunya 
mata pencaharian mereka. Selama ini penegakan hukum yang dilakukan oleh 
aparatberupa penegakan hukum administratif, karena yang dilakukan oleh aparat 
Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap para PKL adalah dengan 
memberikan teguran secara lisan, pemberian sanksi tertulis dan penyitaan hingga 
pencabutan KTDU PKL yang dimiliki oleh para PKL. Hal tersebut bisa dibilang 
sebagai penegakan hukum administratif dikarenakan sesuai dengan apa yang terdapat 
dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) yaitu diberikannya sanksi administratif kepada para 
PKL yang melakukan pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 12 dengan teguran tertulis yang 
dalam hal ini berbentuk surat peringatan dan pencabutan KTDU PKL. 
Adapun yang menjadi faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum 
PKL yang menggunakan Jalan Umum untuk berdagang yang pertama adalah faktor 
kebudayaan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah di buat oleh 
pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan dalam ketertiban umum. Kedua, 
faktor sarana atau fasilitas yang masih minim dan kurang strategis  sehingga tidak 
mampu untuk menampung seluruh PKL yang terdapat di Jalan Raya Sukowati. 
Ketiga, faktor penegak hukum yang terbatas.  
2.2.  Saran 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen Kecamatan melakukan penyuluhan 




berprofesi sebagai PKL dapat menaati dan mengetahui pentingnya mentaati hukum 
dan menjaga ketertiban umum. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen harus segera 
menentukan dan menyelesaikan pembangunan lokasi yang strategis dan resmi untuk 
para PKL agar dapat berdagang dengan aman dan nyaman. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen untuk mengoptimalkan penegakan 
hukum bagi PKL yang melakukan pelanggaran khususnya di Jalan Raya Sukowati 
dengan melakukan penambahan personil Satpol PP. Para PKL sebaiknya mengetahui 
dan mempelajari mengenai peraturan yang telah di keluarkan oleh Pemerintahan 
Daerah agar terciptanya ketertiban dan keamanan untuk berdagang bagi para PKL 
khususnya di Jalan Raya Sukowati. 
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